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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi norma hukum dan sosial terkait perkawinan 

anak di Indonesia. Meskipun hukum menetapkan batas usia nikah, praktiknya masih marak terjadi 

di pedesaan dan adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi 

kepustakaan sistematis. Data dikumpulkan melalui buku, jurnal, peraturan, laporan institusi, dan 

dokumen hukum. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi terhadap sumber-sumber 

tertulis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa norma sosial seperti tradisi dan tekanan keluarga 

sering melampaui norma hukum formal. Dispensasi Pengadilan menjadi kompromi antara hukum 

negara dan kenyataan sosial. Hal ini mendorong keberlangsungan praktik perkawinan anak di 

berbagai wilayah Indonesia. Sosiologi hukum melihat konflik antara hukum negara dan norma 

sosial masyarakat lokal. Oleh karena itu, menciptakan keselarasan antara norma hukum dan norma 

sosial sangat penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak. 

Kata Kunci: Perkawinan anak, Sosiologi Hukum, Norma Sosial. 

 
Abstract 

This study aims to analyze the interaction of legal and social norms related to child marriage in 

Indonesia. Although the law sets a minimum age for marriage, the practice is still widespread in rural 

and traditional areas. This study uses a qualitative approach with a systematic literature study design. 

Data were collected through books, journals, regulations, institutional reports, and legal documents. 

Data analysis was carried out using content analysis techniques on written sources. The results of the 

study reveal that social norms such as tradition and family pressure often exceed formal legal norms. 

Court dispensation is a compromise between state law and social reality. This encourages the 

continuation of child marriage practices in various regions of Indonesia. The sociology of law sees 

the conflict between state law and local social norms. Therefore, creating harmony between legal 

norms and social norms is very important to ensure effective legal protection for children. 

Keywords: Child marriage, Sociology of Law, Social Norms. 

 

PENDAHULUAN 

Perkawinan di bawah umur masih menjadi masalah yang cukup umum di berbagai 

wilayah, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan 

serta ekonomi yang rendah.  Meskipun pemerintah sudah menetapkan batas usia minimum 

untuk menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Kenyataan di lapangan menunjukkan 

bahwa kasus perkawinan di bawah umur tetap sering terjadi.  Aspek budaya, ekonomi, dan 

kekurangan penegakan hukum menjadi penghalang utama dalam upaya mencegah 

perkawinan di bawah umur.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadel Adhyutra, Ziadul Fikri, dan Fika 

Febriana pada tahun 2024 menekankan bahwa sociological jurisprudence mendorong 

rekayasa sosial agar batas usia nikah selaras dengan norma sosial, individu, masyarakat, dan 

negara. Penelitian Yuni Lathifah Tahun 2021 menilai dispensasi hukum sebabkan maraknya 

perkawinan di bawah umur. Penelitian Alvan Fathoni Tahun2017 menunjukkan masyarakat 
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menikahkan anak saat pubertas demi mencegah perilaku menyimpang yang dianggap 

melanggar norma agama.  

Salah satu isu akademik yang kurang mendapat perhatian adalah interaksi antara 

norma hukum negara dan norma sosial lokal. Masyarakat yang mempertahankan tradisi 

perkawinan anak mencerminkan ketegangan antara hukum formal dan nilai budaya lokal. 

Sebagian besar penelitian lebih menyoroti dampak sosial atau psikologis dari praktik 

perkawinan di bawah umur tersebut.  Namun, hubungan antara Undang-Undang formal dan 

norma adat, agama, serta tekanan sosial belum banyak dikaji mendalam 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perkawinan di bawah 

umur dalam perspektif hukum negara dan norma sosial. Selain itu, penelitian ini berusaha 

untuk mengungkap bagaimana dinamika interaksi antara norma hukum dan norma sosial 

dalam praktik perkawinan di bawah umur. 

Penelitian ini memperdalam studi sosiologi hukum terkait interaksi hukum dan norma 

sosial lokal. Dengan menelaah respon masyarakat terhadap Undang-Undang dengan prinsip 

dan nilai-nilai budaya lokal, studi ini mampu mengungkap elemen sosial, budaya, dan 

structural yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Hasil penelitian penting untuk 

merancang kebijakan yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat saat ini. Penelitian ini 

mendorong dialog antara pendekatan hukum dan sosio-kultural dalam mencegah 

perkawinan anak. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian pustaka untuk 

mengkaji secara mendalam fenomena perkawinan di bawah umur melalui lensa sosiologi 

hukum.  Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk 

menggambarkan dan menganalisa interaksi antara norma hukum resmi dan norma sosial 

setempat seperti yang tercermin dalam beragam literatur ilmiah, peraturan, dokumen 

kebijakan, dan penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti 

sumber-sumber tertulis, termasuk buku, jurnal akademik, undang-undang, laporan lembaga, 

dan dokumen hukum yang relevan.  Proses analisis data menggunakan teknik analisis isi 

untuk mengidentifikasi pola-pola argumentasi, pendekatan teoritis, serta kekurangan kajian 

yang muncul dalam literatur, dengan tujuan membangun pemahaman kritis mengenai 

dinamika hukum dan sosial dalam praktik pernikahan anak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Konsep Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Negara dan 

Norma Sosial 

a. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Negara 

Pernikahan atau perkawinan berasal dari istilah nikah yang memiliki makna 

al’jam’u atau al-dhamu yang berarti berkumpul atau menyatukan.  Sedangkan menurut 

pandangan hukum Islam, perkawinan adalah sebuah hubungan fisik dan emosional 

antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan hidup bersama dalam satu rumah 

tangga dan untuk memiliki keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

hukum syariat Islam. 

Perkawinan di bawah umur mengacu pada perkawinan yang dilakukan oleh orang-

orang yang belum mencapai usia yang dipersyaratkan oleh peraturan.  Di Indonesia, 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari UU No. 1 Tahun 

1974 mengenai Perkawinan, menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah 

adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita.  Kebijakan ini dirancang untuk 

melindungi hak anak-anak dan menghindari konsekuensi negatif dari perkawinan yang 

terlalu dini, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun psikologis. 

Secara hukum, pemerintah Indonesia telah menentukan batas usia menikah 

sebagai langkah perlindungan untuk anak-anak agar terhindar dari eksploitasi, 

kekerasan rumah tangga, serta gangguan dalam pertumbuhan fisik dan mental mereka.   
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Namun, terdapat celah dalam hukum berupa dispensasi yang dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum yang memungkinkan perkawinan tetap 

berlangsung meskipun salah satu pihak belum berusia 19 tahun, asalkan ada alasan 

mendesak yang disetujui oleh hakim.  

Dispensasi nikah kerap diperdebatkan karena berpotensi memungkinkan praktik 

perkawinan di bawah umur terjadi.  Dalam kasus nyata, Faktor sosial budaya seperti 

kemiskinan, tekanan keluarga, dan kehamilan sering menjadi pemicu terjadinya 

perkawinan di bawah umur.  Oleh karena itu, upaya hukum saja tidak cukup tanpa 

diimbangi dengan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya kesiapan usia dan mental dalam membangun kehidupan berumah tangga. 

Perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak hukum jangka panjang terkait 

hak, kewajiban, perlindungan, dan status hukum apabila terjadi perceraian.  Anak-anak 

yang menikah di usia muda sering kali belum matang dalam memahami dan 

menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri, sehingga mereka lebih rentan terhadap 

konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memengaruhi 

kualitas generasi yang akan datang. 

Dengan demikian, hukum negara telah berusaha menetapkan batas usia 

perkawinan untuk melindungi masa depan anak-anak bangsa.  Namun, efektifitas 

hukum ini sangat bergantung pada bagaimana penerapannya di lapangan serta 

kesadaran masyarakat itu sendiri. Kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, 

pemuka agama, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari perkawinan di 

bawah umur dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara 

optimal. 

b. Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Norma Sosial 

Dalam konteks norma sosial, perkawinan di bawah umur dianggap wajar dalam 

masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi adat dan kebiasaan lokal.  Di beberapa 

daerah, perkawinan di bawah umur dianggap solusi menjaga reputasi keluarga dan 

menghindari rasa malu sosial.  Norma sosial yang mengakar kuat sering jadi alasan 

utama bertahannya praktik perkawinan di bawah umur ini.  

Cara pandang masyarakat memengaruhi norma sosial terkait usia yang dianggap 

pantas untuk menikah. Pada umumnya, kedewasaan sering diukur dari fisik atau 

kemampuan rumah tangga, bukan usia atau mental.  Hal ini mengakibatkan bahwa gadis 

yang sudah mendapatkan menstruasi atau telah terampil dalam mengurus rumah tangga 

sering dianggap siap untuk menikah, walaupun secara emosional dan intelektual mereka 

masih sangat rentan.  Situasi ini mencerminkan bagaimana konstruksi sosial mengenai 

peran gender secara signifikan memengaruhi penerimaan terhadap perkawinan di usia 

muda. 

Perkawinan di bawah umur juga sering dikaitkan dengan aspek ekonomi.  Dalam 

komunitas yang berada dalam kondisi kurang beruntung, menikahkan anak perempuan 

dianggap dapat mengurangi beban finansial keluarga serta memberikan jaminan sosial 

bagi anak tersebut.  Norma sosial ini menganggap pernikahan sebagai cara untuk 

bertahan hidup, bukan sebagai institusi yang berdiri di atas dasar kesiapan, cinta, dan 

tanggung jawab. Sebagai hasilnya, anak yang menikah muda sering kali kehilangan hak 

untuk mendapatkan pendidikan dan perkembangan diri, serta menjadi lebih rentan 

terhadap kekerasan dan ketidaksetaraan dalam keluarga.  

Banyak masyarakat belum memahami konsekuensi jangka Panjang dari 

perkawinan di bawah umur. Norma sosial yang mendukung perkainan di bawah umur 

tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan kesehatan. Hal ini bisa menyebabkan 

siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan terus berulang dalam masyarakat.  Oleh karena 

itu, untuk merubah norma sosial ini, diperlukan pendidikan yang berkelanjutan dan 

melibatkan tokoh masyarakat serta pemimpin agama agar masyarakat memahami 

pentingnya kesiapan usia dalam pernikahan.  



4  

Dengan demikian, norma sosial sangat memengaruhi keberlangsungan praktik 

perkawinan di bawah umur. Meskipun telah ada hukum yang mengatur usia minimal 

menikah tak efektif tanpa perubahan pandangan masyarakat terhadap perkawinan di 

bawah umur. Pendekatan budaya progresif diperlukan untuk mengubah persepsi 

masyarakat tentang perkawinan di bawah umur. Tujuannya agar perlindungan anak dan 

kualitas generasi masa depan dapat terwujud. 

2. Dinamika Interaksi Antara Norma Hukum dan Norma Sosial dalam Praktik 

Perkawinan Di Bawah Umur 

Dinamika interaksi hukum dan norma sosial menunjukkan ketegangan dalam konteks 

perkawinan di bawah umur.  Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

yang menetapkan batas usia minimum 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan yang ingin 

menikah, praktik perkawinan anak tetap berlangsung, terutama di daerah pedesaan dan 

komunitas adat.  Fenomena ini menunjukkan bahwa norma sosial, seperti tradisi dan 

pengaruh dari komunitas, sering kali lebih kuat dibandingkan dengan hukum yang berlaku. 

Dalam ranah hukum, perubahan batas usia untuk menikah ditujukan untuk menjaga 

hak anak dan mengurangi efek buruk dari perkawinan dini, seperti putus sekolah, 

kemiskinan, dan isu kesehatan reproduksi.  Namun, penerapan hukum tersebut menghadapi 

banyak rintangan karena norma sosial yang masih dominan mendukung perkawinan anak. 

Contohnya, dalam beberapa tradisi, perkawinan di bawah umur dipandang sebagai cara 

untuk mempertahankan kehormatan keluarga atau mencegah aib sosial yang disebabkan 

oleh kehamilan di luar nikah.  

Interaksi antara aturan hukum dan norma sosial juga tampak dalam penerapan 

dispensasi pernikahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan.  Walaupun undang-undang 

menentukan usia minimum untuk meinkah, Pengadilan memiliki kemampuan untuk 

mengizinkan perkawinan bagi pasangan yang masih di bawah umur dengan alasan tertentu.  

Hal ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam penerapan hukum untuk menyesuaikan 

dengan kondisi sosial, tetapi sekaligus memberi ruang bagi kelanjutan praktik perkawinan 

di usia anak-anak. 

Peran institusi adat dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membentuk 

pandangan dan praktik mengenai perkawinan di usia muda.  Dalam beberapa kondisi, 

hukum adat tidak memberlakukan batasan usia untuk perkawinan, sehingga kegiatan ini 

dianggap sah secara sosial meskipun bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.  

Perbedaan antara hukum adat dan hukum negara menciptakan kerancuan hukum dan 

menyulitkan usaha untuk menegakkan hukum secara konsisten. 

Usaha untuk menyelaraskan hukum dan norma sosial memerlukan pendekatan 

menyeluruh, termasuk penyuluhan kepada masyarakat, kolaborasi dengan pemimpin adat, 

serta penguatan fungsi lembaga yang melindungi anak.  Sangat penting untuk menciptakan 

kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam melindungi anak dan memenuhi hak-

haknya, yang melampaui batasan hukum yang formal dan budaya. 

Di samping itu, perlu ada evaluasi terhadap mekanisme dispensasi nikah agar tidak 

disalahgunakan dan dipergunakan hanya dalam keadaan mendesak.  Pengawasan yang ketat 

dan keterbukaan dalam proses pemberian dispensasi bisa membantu mencegah 

penyimpangan dan memastikan bahwa kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama. 

Dalam jangka panjang, mengharmonisasi norma hukum dengan norma sosial 

membutuhkan dialog yang terus menerus antara pemerintah, masyarakat adat, dan 

organisasi non-pemerintah. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan 

dapat terwujud kesepahaman yang mendukung penghapusan praktik perkawinan anak dan 

perlindungan hak anak secara keseluruhan. 

SIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan hasil 

negosiasi antara hukum dan norma sosial. Hukum melarang perkawinan di bawah umur 
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dengan batas usia minimal 19 tahun. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019. Namun, aturan tersebut sering tidak mampu menghentikan praktik 

perkawinan di bawah umur. Norma sosial yang kuat membuat masyarakat tetap 

melangsungkan perkawinan di bawah umur. Tradisi lokal, tekanan keluarga, dan pandangan 

moral menjadi faktor yang memengaruhi keputusan. 

Dalam hal ini, norma sosial tidak hanya sekadar menolak atau mengabaikan peraturan, 

tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan pemahaman baru terhadap ketentuan hukum 

melalui jalur dispensasi pernikahan yang diberdayakan oleh negara. Proses ini menunjukkan 

adanya interaksi timbal balik, di mana regulasi formal berusaha beradaptasi dengan kondisi 

sosial yang selalu berubah. 

Dari perspektif sosiologi hukum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlakuan 

hukum tidak hanya ditentukan oleh isi Undang-Undang, tetapi juga oleh sejauh mana 

masyarakat menerima dan mengakui hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

efektivitas hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur, perlu ada langkah-langkah 

sosial yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum formal, tetapi juga pada 

perubahan budaya dan pendidikan dalam masyarakat. Dengan demikian, menggabungkan 

norma hukum dan norma sosial menjadi langkah penting untuk menciptakan perlindungan 

hak anak yang komprehensif dan berkelanjutan di dalam masyarakat Indonesia. 
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